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J Caft Reviu atas Laporan Kineria lnstansi Pemerintah Tahun 2015,--- dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang
dikenal dengan Good govdmance dan Clean govemment.

Laporan Kinerja lnterim Triwulan ltahun 2021 merupakan laporan kineria Loka POM di Kota
Lubuklinggau sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor
22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai mempertanggungjawabkan
kineria, juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kineria dan sasaran strategis' dalam
upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada

triwulan selaniutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna

meningkatkan kinerja kedepannya.

Dalam Laporan Kinerja lnterim Triwulan I Loka POM di Kota Lubuklinggau tertuang Laporan

Kinerja Loka PoM di Kota Lubuklinggau dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021

tentang pengukuran capaian kineria terhadap target dan realisasi kineria TW 1 Tahun 2021

serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menladi
pertanggungiawaban bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dan memberikan kontribusi bagi
peningkatan kineria organisasi dimasa mendatang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya
sehingga Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat menyelesaikan Laporan
Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan I tahun 2021 dan
senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Laporan
Kineda lnterim Triwulan I tahun 202't disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan I Tahun 2021 merupakan informasi 

tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan selama Triwulan I (Januari 

sampai dengan Maret) tahun 2021. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 

2021  yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan Rencana Strategis Loka POM di Kota 

Lubuklinggau Tahun 2020-2024. 

Loka POM di Kota Lubuklinggau selama 12 (dua belas) bulan berjalannya tahun 2021 harus 

mencapai 8 (delapan) kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. 

Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka 

POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah 

dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran hasil capaian sebagai 

berikut: 

1. Pada Triwulan I Tahun 2021 dari 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan  terdapat 5 (lima)  sasaran 

kegiatan yang kriteria capaiannya dapat dihitung di triwulan I dengan 5 (lima) sasaran kegiatan 

mencapai kriteria “BAIK”dan 2 (dua) sasaran kegiatan mencapai kriteria “SANGAT KURANG”. 

Selain itu terdapat  1 (satu) sasaran kegiatan yang belum dapat dihitung pada triwulan I.    

2. Dari 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan yang ditargetkan : 

a. Sasaran Kegiatan target pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi 

syarat di masing –masing wilayah kerja UPT” mencapai kriteria “BAIK” (97,41%).  Hasil 

tersebut didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan 2 (dua) indikator kriteria 

“SANGAT BAIK” yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (119.62%) dan  Persentase 

Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (95.69%), 1 (satu) indikator 

kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN” yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat  

(125%) dan 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT KURANG” yaitu Persentase Makanan yang 

aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (49.34%) dimana pengujian dilakukan 

di Balai Koordinator yaitu Balai Besar POM di Palembang. 

b. Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan 

makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria 

pencapaian “SANGAT KURANG” (44,53%). Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (Lima) 

indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria “BAIK” yaitu Persentase sarana distribusi Obat 

dan Makanan yang memenuhi ketentuan (97,51%), 1 (satu) indikator kriteria “BAIK”  
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yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan (80.89%), 2 (dua) indikator kriteria “SANGAT KURANG” yaitu 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan (44.26%) hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya koordinasi terhadap 

lintas sektor dan stakeholder terkait dan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan (0%) hal ini dikarenakan sarana produksi yang diperiksa 

merupakan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Selain itu 

terdapat satu indikator yang belum dapat dihitung di triwulan I yaitu Persentase 

keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu karena pelaksanaan akan 

dilakukan di triwulan II dan IV. 

c. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi 

Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian 

“BAIK” (104,57%).  

d. Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria 

pencapaian “BAIK” (108,63%). Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator 

dengan 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT BAIK” yaitu Persentase sampel makanan yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar (114.89%) dan 1 (satu) indikator kriteria “BAIK” yaitu 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (102.37%). 

e. Sasaran Kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan 

Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian “SANGAT 

KURANG” (0%) karena pada Triwulan I masih dalam proses intelegensi/penyelidikan. 

f. Sasaran Kegiatan keenam yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang 

optimal” dengan kriteria “BAIK”( 100 %). Hasil tersebut didapat dari capaian 3 (tiga) 

Indikator dengan Kriteria “BAIK” yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di 

lingkup UPT (100%), Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu 

(100%) dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian 

Kinerja yang disusun tepat waktu (100%). 

g. Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” belum 

dapat dihitung di triwulan I karena perhitungan akan dilakukan pada akhir triwulan IV. 

h. Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” 

dengan kriteria “CUKUP” (81,52%). 
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3. Pencapaian realisasi anggaran kegiatan pada triwulan I sebesar 19,65% (Rp. 688.493.093,-) dari 

Rp. 3.503.339.000 Anggaran Tahun 2021 Loka POM di Kota Lubuklinggau yang diwujudkan 

melalui 8 sasaran kegiatan. 

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target ditahun berikutnya, adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan kompetensi petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau dibidang 

pengawasan obat dan amakan seperti pelaksanaan sampling, pemeriksaan sarana dan 

pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.  

2. Meningkatkan kepatuhan terhadap prioritas sampling dan juga menyesuaikan rencana 

sampling dengan mengkhususkan sampel yang akan di sampling di wilayah kerja Loka POM di 

Kota Lubuklinggau merupakan sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman serta 

menambah variasa sample yang akan disampling.  

3. Melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin untuk melihat 

sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang 

diproduksi dan diedarkan. 

4. Memperluas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM 

di Kota Lubuklinggau khususnya bagi pelaku usaha dibidang obat dan makanan untuk 

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 

5. Memanfaatkan aplikasi SMART POM untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil 

pemeriksaan, serta menghimbau Dinas terkait di kabupaten/kota untuk aktif menggunakan 

aplikasi SMART POM.  

6. Pemeriksaan yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang 

berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk 

melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikaan. 

7. Melakukan pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, 

dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi 

didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait. 

8. Memfasilitasi jaringan komunikasi, baik dengan lintas sektor ataupun penanggung jawab 

sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait obat dan makanan. 

9. Mendorong Dinas terkait untuk dapat memanfaatkan Dana alokasi khusus (DAK) untuk 

pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. 

 

10. Meningkatkan intensitas KIE secara online di media sosial baik berupa infografis, video 

maupun konten interaktif lainnya. 
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11. Meningkatkan variasi konten mengenai obat dan makanan yang dapat diterima pada seluruh 

lapisan masyarakat. 

12. Menjalin komunikasi dengan media lokal terkait pemberitaan seputar kegiatan Loka POM di 

Kota Lubuklinggau.  

13. Meningkatkan koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan Balai Koordinator 

terkait perencanaan sampling yang semakin baik. 

14. Meningkatkan  pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar saat 

dilakukan pemeriksaan sarana distribusi. 

15. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas sektor sebagai upaya 

meningkatkan kinerja fungsi Penindakan. 

16. Menjaga koordinasi dengan lintas sektor terkait (Korwas, Kejari, dan Pengadilan) sehingga 

dapat terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. 

17. Melakukan koordinasi dengan Bidang Penindakan BBPOM di Palembang (PPNS Bidang 

Penindakan BBPOM di Palembang) sehingga dapat bersinergi pada saat akan dilakukannya 

kegiatan Penindakan dan Penyidikan. 

18. Meningkatkan perencanaan terkait kegiatan intelijen dan kegiatan operasi penindakan 

sehingga dapat memenuhi target jumlah perkara yang akan diproses Pro Justitia maupun Non 

Justitia oleh PPNS Loka POM di Kota Lubuklinggau.  

19. Melaksanakan patroli siber secara rutin sejalan dengan dibentuknya Direktorat Patroli Siber. 

20. Mengedepankan upaya cegah tangkal sejalan dengan Paradigma baru kedeputian 4 (empat) 

yang mengisyaratkan bahwa Penindakan dan Penyidikan sebagai Ultimatum Remedium atau 

sebagai langkah terakhir . 

21. Mendorong peran Agen Perubahan serta seluruh pegawai untuk menciptakan inovasi sebagai 

solusi dari permasalahan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. 

22. Meningkatkan konsistensi masing-masing penanggung jawab dalam melakukan pelaporan 

dokumen ketatausahaan. 

23. Menyediakan media untuk berbagi data untuk keperluan tindaklanjut permintaan data antar 

bagian untuk pengisian setiap dokumen agar meningkatkan efektifitas dalam penyusunan 

dokumen. 

24. Menidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai 

dengan alternatif solusi. 

25. Meningkatkan ketelitian Pejabat serta pengelola keuangan dalam melaksanakan pembayaran 

belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D.  
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Highlight TW I Januari sd Maret 2021 

1. Pengawasan Vaksin Covid-19 di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. 

Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pengawasan Vaksin Covid-19 di wilayah 

pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Pengawasan diawali dengan pengawasan 

terhadap kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam pendistribusian 

Vaksin Covid-19 di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas 

Utara, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.  

 

 

Selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin dari Palembang menuju 

Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Pengawasan juga dilakukan saat dilakukan launching vaksin di Kota Lubuklinggau, 

Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Empat Lawang. 
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Selain itu pengawasan juga dilakukan terhadap sarana pelayanan kesehatan yang 

menyimpan vaksin seperti puskesmas, rumah sakit dan juga gudang farmasi. Serangkaian 

pengawasan ini dilakukan untuk untuk memastikan kondisi dan mutu vaksin terjaga 

dengan baik hingga nanti disuntikkan.  

 

 

 

2. Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Sarana Usaha Kopi. 

Loka POM di Kota Lubuklinggau berkoordinasi dengan Dewan Kopi Sumatera Selatan dan 

Lahat menyelenggarakan Sosialisasi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. 

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 bertempat di Hotel Grand Zuri 

Kabupaten Lahat. Sosialisasi diikuti oleh 50 orang pengusaha kopi. Pada kegiatan 

sosialisasi ini Bapak Afdil Kurnia, S.Si., Apt selaku kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau 

menyampaikan materi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta Registrasi 

Pangan Olahan di Badan POM. Selain itu Bapak M. Syahriza, S.H selaku Sekretaris Dewan 

Kopi Sumatera Selatan juga menyampaikan materi mengenai pengelolaan tanaman kopi 

dan pasca panen kopi.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan para pelaku 

usaha kopi mengenai cara mengolah biji kopi dan cara produksi kopi yang baik serta 
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dapat meningkatkan kerjasama antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dan Komunitas 

Penggiat Kopi Kabupaten Lahat. 

 

 

 

3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota 

Lubuklinggau. 

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan KIE terkait pengawasan bahan berbahaya 

dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di beberapa pasar tradisional di Kota 

Lubuklinggau yaitu Pasar Bukit Sulap pada tanggal 23 Februari 2021, Pasar Inpres pada 

tanggal 24 Februari 2021 dan Pasar Simpang Periuk tanggal 30 Maret 2021. Pada kegiatan 

ini dilakukan sampling dan pengujian terhadap produk pangan yang dicurigai 

mengandung bahan berbahaya seperti mie kuning basah dan tahu. Kepada pedagang 

selanjutnya dilakukan KIE mengenai waspada pangan yang mengandung bahan 

berbahaya serta Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

eningkatkan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan 

yang tidak layak dan berbahaya dapat memberikan dampak berbahaya bagi 

masyarakat yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah 

hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan 

keamanan obat dan makanan yang beredar dimasyarakat, dan memastikan pengawasan 

produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan 

untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan 

keamanan, manfaat, dan juga mutu produk. Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 80 

tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah 

non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat 

dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan 

tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat 

mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu/ atau teknis penunjang tertetu 

dibidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis 

(UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan 

yang selanjutnya disebut Loka POM. 

Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan 

makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten 

Lahat, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 

1.  

 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Loka POM mempunyai 

tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan /atau distirbusi obat 

dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan 

contoh (sampling), dan pengujian obat dan makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan 

komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di 

bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah 

tangga. 

P 
1.1. Latar Belakang Organisasi 

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 
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Menurut Peraturan  Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam 

melaksanakan tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;  

c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau 

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;  

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat 

dan Makanan;  

e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;  

f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;  

g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan;  

i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan l. pelaksanaan 

fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Dilingkungan UPT  BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan 

kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, 

dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam 

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan 

Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator 

Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan 

mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.  

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan 

bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan 

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau 

 

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan 

BPOM No. 22 Tahun 2020 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 5 Kabupaten/kota yang 

terdiri atas: 

Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan 

1. Lubuklinggau 8 

2. Lahat 22 

3. Empat Lawang 10 

4. Musi Rawas 14 

5. Musi Rawas Utara 7 

Total 61 

Tabel 1.1 Catchment Area Loka POM di Kota Lubuklinggau 

 

1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau 
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Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai peran dan 

fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi 

yang sesuai. Saat ini, SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 23 orang 

yang terdiri dari 14 orang ASN dan 9 orang PPNPN. 

 

 

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai 

Kegiatan Utama diantara nya :  

1. Persentase obat yang memenuhi syarat  

2. Persentase makanan yang memenuhi syarat  

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan 

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 

8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

10. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 

11. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 

12. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 

13. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 

14. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT 

15. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu 

16. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian 

Kinerja yang disusun tepat waktu 

17. Indeks Profesionalitas ASN UPT 

18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT 

 

 

 

1. Permintaan dukungan kepada pemerintah kota terkait hibah tanah ke badan pom 

untuk pembangunan kantor loka pom di kota lubuklinggau 

1.4 Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau 

1.5 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau 
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2. Pendampingan UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk pangan dan 

kosmetik untuk peningkatan ekonomi rakyat. 

3. Peningkatan kerjasama Badan POM dengan pemerintah daerah dalam 

peningkatan pengawasan obat dan makanan di daerah sesuai dengan inpres no. 

3 tahun 2017 dan KepMendagri No. 41 tahun 2018 

4. Pelaksanaan PI dan KIE Obat dan Makanan yang aman 

5. Kerjasama dengan Pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan Badan POM 

dan mengikuti kegiatan Pemda 

6. Pemeriksaan saran distribusi obat, pangan, kosmetik, OT dan Suplemen 

7. Pemeriksaan sarana produksi obat, pangan, kosmetik, OT dan Suplemen (saat 

ini hanya terdapat sarana produksi pangan) 

8. Kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian obat dan makanan 

9. Pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) 

10. Perkara pidana di bidang penyidikan obat dan makanan 

11. Pengawasan bahan berbahaya yang ditambahkan pada produk pangan yang 

beredar di pasar tradisional di kabupaten/kota. 

12. Pengelolaan anggaran sebagai satuan kerja mandiri Loka POM di Kota 

Lubuklinggau 

 

 

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan salah satu UPT BPOM dimana yang 

mempunyai posisi strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan 

perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini 

merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk 

bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, 

dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan 

pengaturan dan pengawasan yang baik (Good regulatory practice) agar keamanan, manfaat 

dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai 

UPT BPOM yang berada dibawah Balai Koordinator BBPOM di Palembang perlu menjaga 

keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses 

produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan 

perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan untuk 

menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan 

1.6 Isu Strategis  
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dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi 

permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam 

perencanaan tahun 2020-2024. 

 Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau 

perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk 

isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. 

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi 

barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas 

bidang.  

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya 

pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu eksernal dengan 

elemen masyarakat yakni masih banyaknya pedagang yang menjual obat bebas 

terbatas tanpa memiliki izin mengedarkan, sehingga masyarakat memperoleh obat 

bukan dari sarana yang legal. Hal inilah yang menjadi tantangan Loka POM di Kota 

Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan dan peningkatan Komunikasi dan 

Edukasi (KIE) terhadap masyarakat sehingga diharapkan masyarakat/ konsumen 

mendapatkan obat yang aman, bermutu dan dapat memperoleh informasi langsung 

dari ahlinya.  

 

2. Wilayah Kerja yang Cukup Luas dengan Keterbatasan SDM 

Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang cukup luas dengan 

keterbatasan SDM yang ada tentunya menjadi isu ekternal dari elemen wilayah kerja 

Loka POM di Kota Lubuklinggau, mengingat hal ini beresiko masuknya produk Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK) ke wilayah pengawasan Loka POM di Kota 

Lubuklinggau. Sehingga hal ini dapat menjadi tantangan Loka POM di Kota 

Lubuklinggau dalam melakukan deteksi sejak dini terhadap produk Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK) yang masuk. 

 

3. Adanya Kegiatan Tumpang Tindih dengan Instansi Lain 

Kegiatan instansi lain yang masih tumpang tindih terkait obat dan makanan 

menyebabkan adanya perbedaan informasi tentang obat dan makanan pada 

masyarakat, mengingat Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan UPT BPOM 

yang masih baru yakni baru berdiri 10 Oktober 2018, sehingga masyarakat ataupun 

instansi lain di daerah pengawasan Loka POM belum familiar atau mengetahui 
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mengenai Tupoksi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan 

obat dan makanan. Hal menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam 

melakukan perluasan Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan membangun jejaring kerja 

sama dengan stakeholder yang berkaitan dengan obat dan makanan. 

 

4. Pandemic COVID-19 

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona 

virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-

CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 

Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh 

dunia.  Data tanggal 18 April 2020, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di 

dunia mencapai  2.324.731 kasus, dengan 160.434 kasus kematian, dan 595.467 

kasus berhasil sembuh.   Indonesia telah menyatakan Covid-19  sebagai bencana 

non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Di 

Indonesia, hingga tanggal 18 April 2020,  jumlah pasien yang positif terinfeksi virus 

corona (Covid-19) sebanyak 6.248 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 535 

meninggal dunia dan 631 orang dinyatakan telah sembuh dari Covid-19.  Jumlah 

kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju 

penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social 

distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus 

covid-19, pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah 

daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam 

rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19), K/L agar 

mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk 

kegiatankegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. 

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, 

yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan 

masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan 

terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan 

senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan 

suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.  

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan 

metode work from home (WFH). Pelaksanaan pelayanan publik dilakukan melalui 

online. Selain itu Loka POM di Kota Lubuklinggau mendukung pencegahan 

penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan 
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edukasi kepada masyarakat baik secara langsung dengan menggunakan Mobil 

Laboratorium Keliling maupun secara online melalui media sosial berupa instagram, 

facebook, twitter maupun youtube resmi Loka POM di Kota Lubuklinggau; melakukan 

pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari) dengan melakukan 

pengecekan suhu sebelum memasuki kantor; dan berkoordinasi dengan Pemda 

(Walikota, Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Lubuklinggau) dalam rangka 

pencegahan penyebaran Covid-19. 

 

5. Adanya perjanjian-perjanjian internasional 

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan 

bebas/Free Trade Area (FTA) diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, 

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free 

Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan 

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Perdagangan 

bebas ini membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan 

memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal 

ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, 

dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya. 

 

6. Berlakunya program Sustainable Development Goals (SDGs)  

Yang meliputi 17 goals bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa 

agenda terkait dengan : 

a. Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote 

sustainable agriculture. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan 

kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, 

manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.  

b. Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, salah satu 

kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses 

masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.  

Tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau ke depan adalah intensifikasi 

pengawasan pre-market dan post-market, serta pembinaan pelaku usaha agar 

secara mandiri menjamin mutu produknya. 

 

7. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
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Merupakan tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk bersinergi dengan 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan. 

 

8. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional  

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan 

salah satu penyelenggara subsitem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin 

aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar 

serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 

 

9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan 

Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan 

peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri 

melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. 

 

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas 

Pengawasan Obat dan Makanan,  

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-

masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. 

 

12. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat 

dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.  

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari 

pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang 

menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan 

kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya 

penguatan kelembagaan BPOM ini Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT 

BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang 

bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan 

pemerintah daerah. 
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13. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang 

Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang 

Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan 

Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil 

Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, 

Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang 

Perekonomian Tahap I.  

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula 

sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan 

menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara 

pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang 

tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), dengan one 

line command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan 

Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.  

 

14. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan 

dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota 

Lubuklinggau untuk melakukan pengawasan post-market termasuk farmakovigilans 

 

15. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2010-2015 

sebesar 1,48,  tahun 2010-2016 sebesar 1,46, tahun 2010 -2017 adalah 1,44 persen, 

tahun 2010-2018 adalah 3,15% dan tahun 2010-2019 adalah 1,39%. 

 

16. Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi khusunya dalam produksi 

dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi 

online,menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak 

secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh 

komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. 

 

17. Adanya perkembangan teknologi informasi,dapat menjadi potensi bagi Loka POM 

di Kota Lubuklinggau untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat 

memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. 
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 Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota 

Lubuklinggau digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan 

internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota 

Lubuklinggau periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang 

diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari 

kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa 

SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek 

kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) 

yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan 

menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. 

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam 

komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu 

pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan 

beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada Loka POM di Kota Lubuklinggau. 






